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BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami, baik oleh ahli hukum
maupun orang awam. Maksudnya ialah, di dalam pergaulan hidup ma-
syarakat, keadilan dan hukum selalu terkait. Dengan perkataan lain, ke-
adilan dan hukum tidak bisa dilepaskan dari interaksi kehidupan manu-
sia itu sendiri. Sangat sulit membayangkan adanya suatu masyarakat tan-
pa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum merupakan dasar kehidup-
an manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga
pengadilan merupakan”suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan
kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun
dalam menetapkan putusannya. Oleh karena itu, tugas tersebut seharus-
nyalah dihayati dan direnungkan secara mendalam oleh mereka yang ter-
panggil bekerja di lingkungan peradilan, khususnya pengadilan pidana.

_ Hakim harus dapat menganalisis secara tajam persoalan yang diha-
dapinya, agar dapat memecahkan persoalan tersebut secara rasional se-
hingga terhindar dari hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan pen-
cari keadilan. =

Menganalisis persoalan secara rasional dan mendasar agar dapat di-
pecahkan sebaik-baiknya dapat juga dilihat dari pendapat Muladi seba-
gai berikut:

pengaruh perubahan sosial sebagai akibat perubahan proses modern-
isasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisis segala sesuatu
secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di
masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya. Demikian juga di
dalam usaha mencapai suatu sistem hukum pidana yang mantap,
para perencana dan penyelenggara hukum pidana harus memperhi-
tungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta men-
coba untuk menciptakan prasyarat-prasyarat yang sedapat mungkin
jelas dan efisien serta selalu menyesuaikan pada kecenderungan
yang menjadi tanda ciri dari suatu masyarakat. |

Proses modernisasi tersebut tidak hanya membawa perubahan ter-
hadap masalah hukum, akan tetapi juga terhadap masalah teknologi dan
sains. Oleh karena itu, perubahan di bidang teknologi dan sains juga ha-
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rus menjadi perhatian para pembentuk undang-undang hukum pidana.

Dewasa ini banyak dibicarakan masalah hukum pidana, baik dalam
teori maupun dalam praktik, bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut bertujuan untuk
mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana kita sekarang. Sebab sampai saat ini, pi-
dana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana sering menjadi ba-
han, pembicaraan di kalangan masyarakat, terutama para ahli-hukum.
Masih segar dalam ingatan kita kasus SENGKON dan-KARTA serta
FRANS LIMASNAX yang banyak dibicarakan di pelbagai mass media,
menunjukkan bahwa masalah pemidanaan dan proses peradilan pidana
masih perlu dibenahi dan disempurnakan, agar jangan terjadi hal-hal
yvang tidak diinginkan. .

Demikian juga halnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan peng-
adilan terhadap terpidana, sering menjadi bahan pembicaraan di masya-
rakat dan menimbulkan pelbagai pertanyaan mengenai berat-ringannya
pidana tersebut. Dengan dipenjarakannya terpidana ada kesan bahwa
terpidana tersebut bukan semakin baik akan tetapi semakin jahat, karena
ada anggapan bahwa penjara adalah perguruan untuk melakukan keja-
hatan. Sebenarnya tidak perlu menutup-nutupi kenyataan (walaupun ti-
dak semuanya demikian) bahwa acapkali terjadi terpidana diperlakukan
secara kasar di dalam penjara. Perlakuan kasar yang dialami terpidana ti-
dak jarang menyebabkan terpidana itu bukan mendekatkan diri pada
usaha perbaikan atau kesadaran, tetapi justru sebaliknya, meningkatkan
kualitas kejahatannya. Dan sikap seperti itu sudah barangtentu tidak
membantu petugas penjara dalam membina terpidana. Sehubungan de-
ngan itu perlu diusahakan agar perlakuan yang tidak manusiawi terhadap
terpidana segera diakhiri. Sebab jangan lupa, bahwa dengan memenjara-
kan terpidana tidak hanya dimaksudkan agar terpidana jera, akan tetapi
juga agar terpidana memperoleh pembinaan, Para terpidana adalah sub-
jek yang harus dibina sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus menyadari betul akan mak-
na dan sasaran putusan yang dibuatnya. Walaupun pada: umumnya pu-
tusan hakim bukan merupakansuatu uraianilmiah, tetapi dengan mema-
sukkan uraian yang logis dan sistematis dalam putusannya diharapkan
terpidana dan masyarakat dapat memahami putusan tersebut. Setelah
mengerti alasan-alasan mengapa sampai ada putusan yang demikian, da-
pat diharapkan tidak akan terjadi ketidakpuasan bagi terpidana dan ma-
syarakat. Memang harus diakui, bahwa hakim dapat terpengaruh oleh
hal-hal yang negatif, namun dengan tetap berpegang pada pertimbangan
yang rasional dan berdasar pada hukum serta berusaha mengesampingkan
hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan terdakwa, maka putusan
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hakim tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga perlu disadari
bahwa penjatuhan pidana itu tidak semata-mata memberikan penderita-
an bagi terpidana, melainkan juga bagaimana agar pidana itu dapat diper-
gunakan sebagai upaya untuk memperbaiki pribadi terpidana. Dalam hal
inilah terlihat secara jelas peranan hakim dalam menentukan berat-ringan-
nya pidana, terutama bila hakim membuat pertimbangan-pertimbangan
yang mencakup, baik kepentingan terpidana, korban atau keluarga kor-
ban, serta masyarakat.

Kasus SENGKON dan KARTA merupakan bukti nyata bahwa ke-
hati-hatian didalam memproses suatu perkara pidana serta menjatuhkan
pidana bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan suatu pekerjaan
yang membutuhkan ketenangan, kejujuran serta kecakapan yang tinggi,
dan hakim harus berdiri di atas semua golongan.

Sungguh banyak persyaratan yang dituntut dari seorang hakim pa-
da saat mengadili seseorang. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh siapa
pun sebagaimana ditulis Roeslan Saleh di bawah ini:

inilah sebenarnya hal-hal yang merupakan harapan pula kepada ha-
kim pidana dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang dengan
singkat dikatakan: mengadili itu. Tetapi jika kita lihat dan alami
pula apa yang sebenamya terjadi di gedung-gedung pengadilan itu
di mana hakim-hakim melaksanakan tugas yang mulia tersebut, ka-
dang-kadang tergugah pikiran kita untuk menanyakan apakah de-
ngan sebutan “mengadili” itu telah tidak terlalu berlebihan kita
memberikan penilaiannya kepadanya, sebabnya adalah oleh karena
masih ada hal-hal yang terselip dalam melaksanakan tugas hakim
pidana itu, yang belum mendapat perhatiannya dengan baik. 2

Untuk mengatasi hal-hal yang belum mendapat perhatian hakim
dengan baik pada saat mengadili, sebagaimana disinyalir oleh Roeslan
Saleh di atas, maka sebaiknya pengangkatan hakim dilakukan secara ju-
jur dan selektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim vang diangkat
sebaiknya mempunyai kemampuan yang tajam untuk menganalisis ser-
ta menafsirkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Bagaimanakah caranya agar hakim dapat membuat suatu putusan
yang dapat dipertanggungjawabkan? '

Karena hukum-bukanlah ilmu pasti yang bisa ditambah dan diku-
rangi setiap saat, maka dalam menetapkan pidana, hakim tidak boleh
menyimpang dari tugasnya yaitu, menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari
dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-
perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencermin-
kan perasaan Kkeadilan bangsa dan rakyat Indonesia, sebagaimana di-
cantumkan dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 14 tahun
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1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Hakim harus terbuka, seperti ditulis Roeslan Saleh di bawah ini:

dengan demikian hakim akan berhadapan dengan keadaan senya-
tanya dari perbuatan, dan pembuat itu di dalam masyarakat. Un-
tuk itu ia harus terbuka, oleh karena di dalamnya itulah bisa dite-
mukan hukum itu sendiri. 3

Tidak ada pilihan lain bagi hakim pada saat mengadili seseorang,
selain harus terbuka atas kritik membangun, terbuka atas kebenaran,
tidak boleh mendasarkan putusannya pada perasaan sendiri dan tidak
boleh terpengaruh oleh siapa pun. Keterbukaan hakim dalam melihat
dan mengamati perkembangan hukum serta keberanian hakim dalam
menempatkan diri di antara pencari keadilan, memberikan jaminan ba-
gi hakim yang bersangkutan untuk menghasilkan putusan yang dapat di-
pertanggungjawabkan. Hakim harus berpegang pada prinsip bahwa setiap
orang sama di depan hukum. Hakim harus mempunyai kemampuan un-
tuk menganalisis apakah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana mem-
bawa dampak positif atau tidak. Hakim harus tetap tegar melaksanakan
tugasnya sesuai dengan sumpahnya agar tidak terpengaruh oleh pelbagai
godaan. Hakim harus mampu menganalisis, sejauh tana putusan yang-
dibuatnya dapat menyelesaikan suatu persoalan seperti ditulis oleh
Roeslan Saleh di bawah ini:

janganlah jatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang tidak

bersyarat jika suatu pidana bersyarat dipandang telah cukup, jangan-

lah jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya ada-
lah panjang jika suatu pidana waktunya pendek telah dapat menye-

lesaikan persoalan itu. 4

Buah pikiran yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh tersebut di atas
mendorong saya untuk mempertanyakan lebih lanjut mengenai:

1. apakah pidana penjara masih relevan dalam kaitannya dengan
sistem pemidanaan di Indonesia;

2. bagaimanakah kedudukan pidana penjara dalam rangka pem-
bentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional;

3. apakah pelaksanaan pidana penjara tcrscf:ut akan memudah- -
kan petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pem-
binaan terhadap terpidana;

4. bagaimana reaksi terpidana atas pidana penjara.

Berbicara tentang reaksi terpidana atas pidana penjara, akan terben-
tur pada persoalan sejauh manakah terpidana itu mau menaati hukum,

4



atau dengan perkataan lain, sejauh manakah seseorang mempunyai kesa-
daran hukum. Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang akan menjadi
tolok ukur mengenai sejauh manakah seseorang mematuhi suatu peratur-
an. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula ak-
tivitasnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Demikian juga
halnya dengan terpidana; andaikata kesadaran hukumnya tinggi, kemung-
kinan besar dia tidak akan melakukan tindak pidana. Sebab bagaimana-
pun lengkapnya suatu peraturan, bagaimanapun baiknya suatu pembi-
naan terhadap terpidana, apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum
masyarakat itu sendiri, maka hal itu tidak akan membuahkan hasil yang
diharapkan. Acapkali suatu peraturan tidak dipergunakan lagi karena ti-
dak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, misalnya Undang-un-
dang Cek Kosong.

2. ANALISIS

Sebelum saya menguraikan lebih rinci dalam bab berikut mengenai
fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka da-
" lam bab ini akan dianalisis secara singkat mengenai hal tersebut.

Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang dicantumkan
dalam pasal 10 KUHP, merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan
seseorang dalam hal tertentu, misalnya kebebasan bergaul dengan masya-
rakat. Pembatasan kemerdekaan itu dilakukan dengan memenjarakan
seseorang dalam batas waktu tertentu, sehingga ia tidak bebas melakukan
aktivitasnya di masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian pidana
penjara mengakibatkan derita pada terpidana dalam jangka waktu ter-
tentu.

Selain pembatasan kebebasan bergerak atau melakukan aktivitas di
masyarakat, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani
dengan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal
35 (1) KUHP yaitu: :

hak menduduki jabatan-jabatan tertentu

hak memilih dan dipilih;

hak menjadi angkatan bersenjata;

hak menjadi penasihat atau kuasa, menjadi wali, wali penga-

was, pengampu atau pengampu pengawas terhadap orang lain;

5. hak orang tua, perwalian dan pengampuan atas diri anak-anak-
nya sendiri;

6. hak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

s

Walaupun pidana penjara merupakan derita bagi terpidana, namun
di sisi lain harus diakui bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap ter-
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